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KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
NOMOR : 500/190 /II/PEREK-2020

TENTANG
INDlKATOR KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Menimbang

Mengingat

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi
Lingkungan Instansi Pernerintah, maka perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang lndikator Kinerja dan
Indikator Kinerja Utama.

l. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggataan Negara Yang Bersih dan Bcbas dad
Korupsi, Kolusi dan .Nepotisrne [Lernbaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lernbaran Negara
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4438)



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014" Nomor 292, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5601) "

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinnerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614);" " " ""

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
cara Perubahan Rericana Pembangunan . Jangka
Panjang ""Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja "dan Tata Cara Review atas Laporan Kinejra
Instansi Pemerintah;::

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17
Tahun 2019"tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2020;



Ditetapkan di Padang
pada tanggal, Februari 2020

14. Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Barat Nomor 65
Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pernerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
utama yang digunakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan
Rencana Kcrja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan
Anggaran, Mcnyusun Dokumen Penetapan Kinerja,
Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan
Evaluasi Pencapaian Kinerja,

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap
pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur
Sumatera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KEDUA

KETIGA

Ternbusan, disampaikan kepada Yth :
1. Yth, Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Yth. Bapak Sekrctaris Daerah Provinsi Sumatcra Barat di Padang
3. Yth. Bapak Inspcktur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
5. Yth. Sdr Kepala Biro Organisasi Sctda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
NOMOR : 500/ 190 /ll/PEREK·2020
TANGGAL FEBRUARI2020
TENTANG : INDIKATORKINERJA DAN INDlKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU)
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SUI\'[ATERA BARAT TAHUN 2020

No Sasarnn Slratcgis lndikator Kinerja Ketcrangan

1 Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kcbijakan Persentase Tingkat keselarasan rumusan kcbijakan
Pcmbangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota ekonoml yang ditetapkan hllnlab kC.5elil[ilSan ~ilOg !:lillOlllDi llilog dit!:tapkan
dengan Kebijakan Pemcrintah Pusat [umlah Jumlah keselarasan yang ekonomi xlOO%

2 Mcningkatnya lmplementast Kebijakan Pembangunan Pcrscntase koordinasi pada penerapan kebljakan JJ.!m.lah..ho Iltd Kcbil. 1l!:lDbao(:IIDan elillol1wi da!:Ulh lI:ilOgdil£canWlDEkonomi pcmbangunan ekonomi daerah
[urnlah koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah

x 100%

3 Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasl kebijakan Pcrsentase monitoring dan evaluasi kebijakan JUIDIab mllDitoting dall cvalUil.5i yang tcdaksaoapernbangunan ekonomi pembangunan ekonoml
lumlah monitoring yang dlrencanakan

xlOO%

4 Pcrencanaan nUMD Baik Persenrase BUMO yang mcmi1lki perencanaan baik
IJ.lmlilb IlUMD d!:llgllD Il!:CI:DWlllllaObails

[umlah BUMD x 100%

5 Pelaporan dan evaluasi Batk Persentasc BUMD yang mcmlliki .pcJaporan yang
Jumlilb BUMO dl:(lgaD lsilL!:I:Iuibilikbalk Jumlah BUMO

x 100%


